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TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN LEASING DI 
KOPERASI SOPIR TRANSPORTASI SOLO (KOSTI SOLO) 
 
Abstrak 
Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat membutuhkan suatu penghasilan atau 
modal dan transportasi untuk melangsungkan kehidupan mereka. Banyak yang 
membutuhkan transportasi untuk aktivitas mereka sehari-hari dalam mendapatkan 
penghasilan, diantara mereka ada yang tidak mempunyai cukup modal untuk 
membeli atau menggunakan transportasi dan mereka memilih suatu pembiayaan 
yang mudah dalam mendapatkan modal dan barang yaitu sewa guna usaha atau 
leasing. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan Leasing di Koperasi Sopir 
Transportasi Solo (KOSTI SOLO). Dalam hal praktek yang terjadi diluar 
mengenai leasing sangat berbeda dengan sistem dan peraturan leasing yang 
sebenarnya, KOSTI SOLO menggunakan Owner Operator System dan dalam hal 
teknik pembiayaannya menggunakan sistem sewa guna usaha atau leasing, namun 
tidak seluruhnya teknik pembiayaan menggunakan sistem leasing karena KOSTI 
SOLO adalah koperasi yang tujuannya mensejahterakan anggotanya dengan 
berasaskan kekeluargaan. 
 
Kata kunci: modal, koperasi, leasing 
Abstract 
In everyday life people need income or capital and transportation to sustain their 
lives. Many need transportation for their daily activities in earning income, among 
them there are those who do not have enough capital to buy or use transportation 
and they choose an easy financing to get capital and goods, namely leasing. This 
research explains about the implementation of leasing at Koperasi Sopir 
Transportasi Solo (KOSTI SOLO). In terms of practices that occour outside of 
leasing are very different from the actual leasing system and regulations, KOSTI 
SOLO uses the Owner Operator System and in terms of financing techniques 
using a leasing system, but not all financing techniques use a leasing system 
because KOSTI SOLO is a cooperative whose welfare is bassed on family. 
 
Keywords: capital, cooperative, leasing 
 
1. PENDAHULUAN 
Kebutuhan masyarakat dalam melakukan dan menjalankan aktivitas sehari-hari 
membutuhkan suatu sarana yaitu transportasi. Transportasi merupakan suatu 
sarana yang membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, salah 
satunya adalah transportasi darat. Dimana telah banyak transportasi darat, salah 
satunya di kota Solo banyak transportasi darat yang beroperasi untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat dengan pelayanan yang baik dalam bidang angkutan 
umum, salah satunya adalah taksi. Di kota Solo sendiri taksi merupakan salah satu 
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transportasi perkotaan roda empat yang sangat membantu masyarakat dalam 
menjalankan aktivitas dengan pelayanan yang baik dan disesuaikan dengan 
perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi yang membantu masyarakat 
untuk memperpendek jarak tempuh karena keterbatasan waktu untuk sampai 
ketujuan. Salah satu transportasi perkotaan roda empat atau taksi di kota Solo 
adalah Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI Solo) yang secara resmi berdiri 
pada tanggal 29 Juni 1994 yang bepusat di daerah Mojosongo Surakarta. 
Koperasi merupakan istilah dalam perekonomian dunia dianggap unik 
karena mempunyai bentuk dan semangat yang berbeda dengan usaha bisnis yang 
lain seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma 
dan berbagai bentuk usaha dagang yang lain. Ia muncul sebagai reaksi atas 
ketidakpuasannya pada berbagai bentuk usaha dagang lain yang sering dianggap 
menonjolkan keserakahan yang lemah (dhuafa).
1
 Berdasarkan Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya 
masyarakat adil dan makmur dengan salah satu sarana yaitu Koperasi. 
Dasar hukum Koperasi di Indonesia adalah pasal 33 Undang-Undang 
Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. 
Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian 
menyatakan bahwa: “ Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-
seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya 
berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
berdasarkan atas asas kekeluargaan”. 
 Koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945 dan berasaskan kekeluargaan dimana hal ini sejalan dengan penegasan Pasal 
33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: “Perekonomian disusun sebagai 
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Menurut Pasal 3 UU No. 25 
Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa tujuan koperasi Indonesia 
adalah sebagai berikut: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota 
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 
                                                             
1
Hudiyanto, 2002, Sistem Koperasi Ideologi dan Pengelolaan, Yogyakarta: UII Press 
Yogyakarta (Anggota IKAPI), hal. 47. 
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perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, 
dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. 
Sebagaimana tujuan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan 
utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini 
sejalan dengan keputusan Koperasi Sopir Transportasi (Kosti Solo) yang memilih 
bentuk usahanya yaitu berbadan hukum koperasi, yang mana usaha yang dikelola 
dari dan oleh anggota dan juga hasilnya untuk kesejahteraan anggota koperasi 
tersebut. 
Koperasi yang berprinsip mandiri, ini mengandung arti bahwa suatu 
koperasi dapat untuk berdiri sendiri tanpa tergantung kepada pihak lain, dimana 
koperasi memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, dan memiliki otonomi, 
swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan keinginan 
untuk mengelola diri sendiri. Demikian halnya dengan Koperasi Sopir 
Transportasi Solo (Kosti Solo) dibentuk dan juga dikelola oleh para pegawai 
KOSTI Solo untuk mewujudkan kesejahteraan mereka bersama. Dalam hal 
mewujudkan kesejahteraan anggota koperasi, maka koperasi harus membutuhkan 
modal, dimana hal ini diatur dalam Pasal 41 UU No. 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian, dijelaskan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan 
modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan 
wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari 
anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan 
lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah. 
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang 
Perkoperasian bahwa setiap koperasi yang telah atau sudah terdaftar merupakan 
suatu badan hukum. Dengan hal tersebut, suatu koperasi yang telah terdaftar ini 
memiliki status hukum yang sama dengan suatu PT, yaitu merupakan suatu badan 
usaha yang berbadan hukum karena didalamnya juga memiliki karakteristik 
sebagai badan hukum. Dibukanya peluang bagi koperasi untuk menjalankan 
perusahaan pembiayaan bersama-sama dengan bentuk PT ini menunjukkan 
komitmen pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru 
 4 
 
perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
2
 Pengertian 
pembiayaan menurut Pasal 1 Angka 11 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa “Pembiayaan adalah 
penyediaan dana oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan 
masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk 
mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, Kecil, dan 
Menengah”. Sedangkan pengertian Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 Angka 
1 Perpres No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan menjelaskan bahwa 
“Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 
pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal”. 
Lembaga Pembiayaan mempunyai peran penting sebagai salah satu 
lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang 
pertumbuhan perekonomian nasional. Dikatakan penting karena berdasarkan 
Survei Biro Pusat Statistik (BPS) diperoleh data bahwa kendala yang dihadapi 
usaha kecil di 20 provinsi adalah masalah modal, yaitu sebesar 31%, bahan baku 
26%, pemasaran 21%, kompetisi 17%, teknik produksi 2%, dan manajemen 2%.
3
 
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa masalah modal merupakan suatu 
masalah yang sangat penting dalam sebuah pengembangan sektor usaha di 
Indonesia. Dengan adanya lembaga pembiayaan ini diharapkan dapat mengatasi 
dan membantu salah satu masalah atau faktor yang sangat penting dan banyak 
dialami oleh para pelaku usaha yaitu faktor permodalan. 
Jenis lembaga pembiayaan menurut Pasal 2 Perpres No. 9 Tahun 2009 
Tentang Lembaga Pembiayaan bahwa lembaga pembiayaan meliputi:  
(a) Perusahaan Pembiayaan, (b) Perusahaan Modal Ventura, dan (c) Perusahaan 
Pembiayaan Infrastruktur. 
Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha diluar Badan atau 
Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan 
kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Berdasarkan 
Pasal 3 Perpres No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan kegiatan 
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Perusahaan Pembiayaan meliputi: (a) Sewa Guna Usaha, (b) Anjak Piutang, (c) 
Usaha Kartu Kredit, dan (d) Pembiayaan Konsumen. 
Salah satu kegiatan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai peranan 
penting yaitu Sewa Guna Usaha (leasing). Menurut Pasal 1 Angka 5 Perpres No 9 
Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan menjelaskan bahwa “Sewa Guna 
Usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk barang modal baik 
secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna 
usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna 
usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara 
angsuran”. Kehadiran sewa guna usaha ini mempunyai peran yang penting bagi 
para pengusaha, karena dengan adanya sewa guna usaha mereka dapat mengatasi 
dan mendapatkan jalan keluar atas permasalahan modal dengan cara pembiayaan 
untuk memperoleh alat-alat perlengkapan maupun barang-barang modal yang 
mereka perlukan. 
Sementara itu, di Indonesia Sewa Guna Usaha (leasing) tumbuh begitu 
cepat, faktor-faktor yang menyebabkan leasing tumbuh begitu cepat karena 
banyak pengusaha dan bahkan yang bukan pengusaha membutuhkan suatu modal, 
selain itu juga karena leasing atau sewa guna usaha ini merupakan suatu sistem 
yang sesuai dengan arah perekonomian masa kini yang sangat menguntungkan 
banyak pihak. Kalau ditinjau dari segi perekonomian nasional, maka leasing telah 
memperkenalkan suatu metode baru untuk memperoleh capital equipment dan 
menambah modal kerja.
4
 Para pengusaha khususnya di tanah air kita ini sudah 
mulai memahami dan menyadari bahwa leasing ini merupakan salah satu pilihan 
dalam menangani masalah keuangan dan hal-hal lain sehubungan dengan 
perekonomian di kawasan ini.
5
 Persyaratan yang tidak memberatkan serta sistem 
pendanaan yang fleksibel mengakibatkan banyak para pengusaha yang sangat 
menyukai dan tertarik dengan sistem ini, dan kondisi inilah yang antara lain 
menyebabkan bisnis sewa guna usaha (leasing) bisa bertumbuh dan berkembang 
begitu cepat di Indonesia.  
                                                             
4
Achmad Anwari, 1987, Leasing di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 9. 
5
Komar Andasasmita, 1989, Serba-serbi Leasing (Teori dan Praktek), Bandung: Ikatan 
Notaris Indonesia, hal. 16. 
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Namun didalam perkembangannya yang sangat pesat dan kemudahan 
dalam sistem leasing ini banyak istilah leasing yang disalah artikan masyarakat 
dengan pemahaman yang salah atau berbeda dengan istilah leasing yang 
sebenarnya. Secara konsep memang leasing hampir sama dengan kredit, namun 
kurang tepat jika leasing diartikan sama dengan kredit, karena leasing yang 
sebenarnya merupakan sewa guna usaha yang dimana kegiatan pembiayaan dalam 
bentuk barang modal. Selain itu juga bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku 
sistem leasing tidak diperbolehkan pihak lessor menarik barang modal secara 
paksa dari pihak lesse sebelum adanya peringatan dan pembicaraan mengenai 
pihak lessor yang akan menarik barang modal tersebut kepada lessee karena 
wanprestasi dan lain sebagainya, namun di kenyataannya banyak sistem leasing 
yang dimana barang di pihak lesse diambil paksa oleh pihak lessor bahkan di 
tempat umum atau di jalan saat barang tersebut sedang digunakan tanpa adanya 
peringatan atau pemberitahuan terlebih dahulu. Dari hal ini sudah dapat dilihat 
bahwa memang kenyataannya sekarang banyak yang mengatasnamakan lembaga 
pembiayaan leasing namun tidak menggunakan atau menerapkan aturan leasing 
yang sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan atau ditetapkan. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 
dengan melakukan penelitian yang bertujuan untuk (1) mengetahui sistem dan 
mekanisme pembiayan leasing di Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI Solo) 
dan (2) Mengetahui solusinya apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaan 
pembiayaan leasing di Koperasi Transportasi Solo (KOSTI Solo). 
Selanjutnya, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut: (1) Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat 
memberikan suatu masukan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan 
di bidang ilmu hukum mengenai leasing. (2) Manfaat Praktis, hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran dan informasi bagi 
masyarakat mengenai leasing dan masyarakat menjadi lebih mengerti dan 
memahami apabila ingin melakukan suatu hal yang berhubungan dengan sistem 





Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 
normatif. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan 
data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kantor Koperasi Sopir Transportasi 
Solo (Kosti Solo) di Jl. Sumpah Pemuda No.145, Mojosongo, Jebres, Kota 
Surakarta, Jawa Tengah 57127.Teknik pengumpulan data terdiri dari studi 
kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
kualitatif. 
Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan suatu masukan 
pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum 
mengenai leasing dan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran dan 
informasi bagi masyarakat mengenai leasing dan masyarakat menjadi lebih 
mengerti dan memahami apabila ingin melakukan suatu hal yang berhubungan 
dengan sistem atau mekanisme leasing yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Sistem dan Mekanisme Pembiayaan Leasing di Koperasi Sopir 
Transportasi Solo (Kosti Solo) 
Sistem dan mekanisme pembiayaan yang digunakan dalam Koperasi Sopir 
Transportasi Solo ini menggunakan sistem Owner Operator System yaitu dimana 
merupakan suatu sistem pengelolaan KOSTI SOLO dengan menjadikan driver 
atau sopir sebagai pengelola armada dan juga mengoperasikan armada atau taksi 
itu sendiri, dan nantinya taksi yang mereka kelola akan menjadi milik mereka 
sendiri. Owner Operator System KOSTI SOLO ini memang berbeda dengan 
perusahaan-perusahaan yang lain dan yang pada umumnya, bahwa dimana 




Dalam hal teknik pembiayaan Koperasi Sopir Transportasi Solo 
menggunakan teknik pembiayaan yaitu Sistem Sewa Guna Usaha atau Leasing 
dimana berawal dari pihak KOSTI yang mengajukan permohonan peminjaman 
modal atau pengadaan modal kepada lembaga keuangan bank yaitu Bank BPD. 
Setelah pihak KOSTI mengajukan permohonan modal tersebut dan pihak Bank 
BPD menyetujui permohonan tersebut maka modal tersebut diberikan kepada 
pihak KOSTI. Setelah itu pihak KOSTI SOLO akan menggunakan modal tersebut 
untuk membeli barang modal yang akan digunakan yaitu mobil dan BPKB (Buku 
Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil tersebut akan di berikan kepada pihak Bank 
BPD atau yang membawa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil 
tersebut adalah pihak Bank BPD sebagai bentuk jaminan. 
Setelah pihak KOSTI SOLO mendapatkan barang modal tersebut maka 
pihak KOSTI SOLO akan melihat anggota atau driver mana yang akan diberikan 
kontrak perjanjian Leasing tersebut berdasarkan penilaian dari pihak KOSTI 
SOLO, apabila telah terjadi kesepakatan dalam perjanjian tersebut maka barang 
modal tersebut di berikan kepada driver tersebut dengan syarat dan ketentuan 
yang telah disepakati bersama. Setelah itu driver mempunyai kewajiban untuk 
melakukan setoran setiap harinya kepada pihak KOSTI SOLO, dalam hal jumlah 
setoran yang wajib disetorkan telah di tentukan. Jumlah uang setoran tersebut 
sudah termasuk angsuran, perawatan, BPJS, administrasi KOSTI SOLO dan juga 
biaya perbankan. 
Setoran yang telah diberikan tersebut selanjutnya akan diberikan KOSTI 
SOLO kepada pihak Bank BPD dalam hal angsuran atau pembayaran atas 
peminjaman modal tersebut. Semua hal yang berhubungan dengan bank 
merupakan tanggung jawab pihak KOSTI SOLO seutuhnya dan misalnya setoran 
pihak driver kepada pihak KOSTI SOLO kurang maka pihak KOSTI SOLO 
berkewajiban untuk menutupinya dan harus membayarkannya kepada bank sesuai 
dengan jumlah yang telah disepakati, karena dalam pembiayaan di KOSTI SOLO 
ini pihak anggota atau driver tidak berhubungan secara langsung dengan pihak 
bank dan pembiayaan atau pembayaran ini memiliki jangka waktu 5(lima) tahun. 
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Bahwa sebagaimana penjelasan mengenai sistem dan mekanisme 
pembiayaan yang dilaksanakan oleh Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI 
SOLO) dimana menggunakan teknik pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing), 
dimana menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan bahwa: “Sewa Guna 
Usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang 
modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun 
Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh 
Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan 
pembayaran secara angsuran”, bahwa dalam hal ini pihak KOSTI SOLO 
melakukan pembiayaan dengan sistem Sewa Guna Usaha atau Leasing yaitu 
dimana mengadakan pembiayaan kepada driver dalam bentuk barang modal yaitu 
mobil atau taksi. Selain itu dalam pembiayaan yang dilakukan oleh pihak KOSTI 
SOLO juga menggunakan atau memberikan hak opsi yaitu dimana apabila driver 
dapat melunasi barang modal sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan yaitu 5 
(lima) tahun yang diperpanjang menjadi 10 (sepuluh) tahun dan tidak melakukan 
perbuatan yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat maka taksi atau mobil 
tersebut menjadi milik driver tersebut, namun apabila driver tidak dapat melunasi 
pembiayaan tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan dan melanggar 
kesepakatan maka barang modal tersebut akan ditarik oleh pihak KOSTI SOLO. 
Menurut Pasal 1 huruf i Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) 
menyatakan bahwa: “Angsuran pokok pembiayaan adalah bagian dari 
pembayaran sewa-guna-usaha yang diperhitungkan sebagai pelunasan atas nilai 
pembiayaan”, bahwa dalam hal ini pihak KOSTI SOLO telah menetapkan jumlah 
angsuran pokok yang harus dibayarkan untuk pelunasan pembiayaan yaitu  
Rp 1.000.700 (satu juta tujuh ratus rupiah) jumlah ini berbeda-beda disesuaikan 
dengan jenis dan harga barang modal dan setoran yang setiap hari diberikan driver 




Jadi sistem dan mekanisme pembiayaan di Koperasi Sopir Transportasi 
Solo (KOSTI SOLO) yaitu Owner Operator System dan dalam teknik 
pembiayaannya dapat dikatakan menggunakan Sewa Guna Usaha (leasing) yang 
dimana terdapat unsur-unsur leasing dalam pembiayaan yang dilakukan oleh 
pihak KOSTI SOLO dengan objek barang modal yaitu mobil atau taksi dan 
terdapat hak opsi atau hak pilih yang dimana apabila driver dapat melunasi taksi 
tersebut sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan maka taksi tersebut menjadi 
milik driver namun apabila driver tidak dapat memenuhi hal tersebut maka barang 
modal tersebut ditarik oleh pihak KOSTI SOLO, adanya jangka waktu tertentu, 
dan juga pembayarannya secara berkala. Mengenai jenis leasing berdasarkan 
teknik transaksinya pihak KOSTI SOLO menggunakan Finance Lease dan juga 
Operating Lease, dimana terdapat hak opsi dan juga Segala resiko ekonomi atas 
barang modal (asuransi, pajak, kerusakan, pemeliharaan) ditanggung oleh lessor 
atau pihak KOSTI SOLO. 
Namun di Koperasi Sopir Transportasi Solo tidak seperti perusahaan-
perusahaan leasing pada umumnya karena KOSTI SOLO hanya menggunakan 
sewa guna usaha atau leasing ini dalam teknik pembiayaannya saja dan secara 
menyeluruh KOSTI SOLO tetap sebagai suatu Koperasi dengan tujuan untuk 
mensejahterakan anggotanya. 
Mengenai Sewa Guna Usaha atau leasing ada yang secara konvensional 
dan juga secara syariah, yaitu leasing syariah. Kegiatan leasing dapat dilakukan 
dengan berbasis syariah, meskipun Perpres No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga 
Pembiayaan, yang menjadi dasar hukum utama leasing tidak mengatur leasing 
berdasar prinsip syariah.
6
 Leasing dalam ekonomi Islam dapat disamakan atau 
diartikan dengan istilah yaitu ijarah. Ijarah adalah akad sewa menyewa antara 
muajjir (lessor) dengan musta’jir (lessee) atas ma’jur (obyek sewa) untuk 
mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan.
7
 Ijarah merupakan suatu akad 
                                                             
6
M. Arif Kurniawan, Tafsir Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Pemerintah 
Nomor: Per-04/BI/2007 dan Per-03/BI/2007 Tentang Sewa Guna Usaha Syariah, An-Nur Jurnal 
Studi Islam, Vol. IX No. 2, Desember 2017 M/1439 H, hal. 208. 
7
Agus Wahyu Nur, Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah, La_Riba Jurnal 
Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 2, Desember 2007, hal. 177. 
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atas pemindahan hak guna atas barang dan jasa yang mana hal ini melalui 
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan adanya suatu pemindahan 
kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang tersebut. Sedangkan ijarah dalam 
pandangan perbankan syariah merupakan lease contract yaitu dimana suatu 
lembaga keuangan atau bank menyewakan suatu peralatan kepada nasabah yang 
berdasarkan pembebanan biaya yang sebelumnya telah ditentukan. 
Bahwa pada dasarnya ijarah dalam hal ini prinsipnya sama dengan jual 
beli, namun yang membedakan antara ijarah dan jual beli adalah obyeknya 
dimana ijarah sendiri obyeknya adalah jasa. Bahwa bank dapat menjual barang 
yang disewakan tersebut kepada pihak nasabah dalam masa akhir sewa tersebut. 
Mengenai hal tersebut disebut dengan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) 
adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek 




Terdapat banyak pengertian, pemahaman dan juga kesimpulan mengenai 
Sewa Guna Usaha (leasing), bahwa berdasarkan peraturan atau ketentuan yang 
telah ditetapkan dan berlaku leasing merupakan kegiatan pembiayaan dalam 
bentuk penyediaan barang modal baik dengan hak opsi maupun tidak dengan hak 
opsi yang terdapat jangka waktunya. Leasing merpukan salah satu alternatif suatu 
pembiayaan aset tetap, baik terkait dengan asset sendiri maupun dari pinjaman 
bank.
9
 Dalam perkembangannya yang sangat pesat dan kemudahan dalam sistem 
leasing ini banyak istilah leasing yang disalah artikan masyarakat dengan 
pemahaman yang salah atau berbeda dengan istilah leasing yang sebenarnya. 
Secara konsep memang leasing hampir sama dengan kredit, namun kurang tepat 
jika leasing diartikan sama dengan kredit, karena leasing yang sebenarnya 
merupakan sewa guna usaha yang dimana kegiatan pembiayaan dalam bentuk 
barang modal. Banyak yang mengatasnamakan leasing namun tidak menggunakan 
                                                             
8Husna Ni’matul Ulya, Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) pada 
Transaksi Lembaga Keuangan Syariah, El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, Vol. 6 No. 1, Juni 
2018, hal. 28. 
9
Wyslocka E., Szczepaniak W., The Effectiveness of Leasing as a Method of Financing 
the Development of a Company, Polish Journal Of Managements Studies, Vol.6, 2012, 129. 
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sistem dan juga ketentuan yang telah ditetapkan mengenai leasing, dan 
menyebutnya sebagai sistem kredit. 
3.2 Solusi Apabila Terdapat Hambatan dalam Pelaksanaan Pembiayaan 
Leasing di Koperasi Sopir Transportasi Solo (Kosti Solo) 
Perkembangan zaman yang semakin berkembang baik dalam bidang teknologi, 
pengetahuan dan juga transportasi ini memberikan berbagai atau beragam dampak 
atau efek bagi masyarakat, organisasi, dan lain sebagainya. Namun hal ini juga 
memberikan dampak yang kurang baik atau negatif, bahwa dimana dengan adanya 
transportasi dengan teknologi yang baru atau bisa di katakan canggih yang 
berbasis online ini secara tidak langsung membuat angkutan umum yang telah ada 
kurang diminati oleh masyarkat dan menyebabkan para driver angkutan umum 
mengalami penurunan pendapatan atau penghasilan mereka sebagai driver 
angkutan umum. 
Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI SOLO) memiliki sekitar 230 
armada taksi yang telah sesuai dengan syarat dan aturan yang telah di tetapkan 
oleh pemerintah, dan ada 5 (lima) armada yang telah berubah menjadi plat hitam 
karena driver tersebut dapat melunasi pembayaran armada tersebut sesuai dengan 
perjanjian yang telah disepakati. Namun dalam hal ini KOSTI SOLO mengalami 
suatu hambatan atau kendala yaitu dimana dari 225 armada yang beroperasional 
hanya sekitar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) hal 
ini karena banyak driver yang tidak dapat bertahan atau tidak mampu dengan 
keadaan dan persaingan yang sekarang ini terjadi dan akhirnya mereka 
memutuskan untuk keluar.  
Hal ini dikarenakan setoran yang di target tidak masuk atau target setoran 
yang telah di tentukan tidak dapat terpenuhi atau tercapai yang secara otomatis 
pihak KOSTI SOLO terbebani untuk melakukan pembayaran kepada pihak Bank 
BPD dan pihak KOSTI SOLO berkewajiban untuk menutupi kekurangan tersebut. 
Dimana sebelum adanya sistem online ini setiap driver KOSTI SOLO dapat 
melakukan setoran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 
hari nya tetapi dengan keadaan dan persaingan yang sekarang ini terjadi setiap 
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driver KOSTI SOLO hanya mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 
sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).  
Hal ini menyebabkan pihak KOSTI SOLO harus menutupi kekurangan 
setoran atau pembayaran kepada pihak perbankan setiap bulannya dan hal ini 
menyebabkan pengeluaran semakin bertambah banyak dan mengakibatkan bagian 
keuangan dan pelaksanaan pembiayaan mengalami suatu hambatan karena biaya 
pengeluaran semakin banyak sedangkan pemasukan yang didapatkan tidak 
sebanding dengan pengeluaran yang harus dipenuhi pihak KOSTI SOLO setiap 
bulannya.  
Solusi dari hambatan yang sedang dialami oleh KOSTI SOLO yaitu 
mengurangi dari segi biaya antara lain biaya karyawan. Dalam kurun waktu 2 
(dua) tahun ini pihak KOSTI SOLO telah memberhentikan karyawannya atau phk 
sekitar 30 (tiga puluh) orang karyawan. Selain itu untuk mengatasi permasalahan 
pendapatan atau setoran driver pihak KOSTI SOLO ikut dan bergabung dalam 
sistem online pada gocar dan grab dari sekitar 225 (dua ratus dua puluh lima) 
armada yang dimiliki yang ikut sistem online hanya sekitar 30% (tiga puluh 
persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen). 
Pihak KOSTI SOLO juga mengajukan permohonan kepada pihak 
perbankan yaitu Bank BPD untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran 
yang semula telah disepakati yaitu dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, namun 
dengan keadaan yang seperti ini meminta untuk jangka waktunya diperpanjang 
menjadi 10 (sepuluh) tahun per paketnya. Dalam hal ini pihak perbankan 
merespon baik permohonan pihak KOSTI SOLO dan pihak Bank BPD 
menyetujui permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran pihak kosti 
menjadi 10 (sepuluh) tahun per paketnya dan pihak KOSTI SOLO juga 
mengajukan permohonan kepada pihak Bank BPD agar dimana pihak KOSTI 
SOLO hanya membayar pokonya saja dalam arti bahwa pihak KOSTI SOLO 
mengajukan perhomohanan agar hanya membayarkan jumlah atau harga 
pokoknya saja tanpa tambahan bunga, dan setelah jumlah pokoknya terbayar atau 
lunas maka setelah itu pihak KOSTI SOLO membayarkan jumlah bunganya dan 
hal ini mendapatkan respon atau tanggapan yang baik dari pihak Bank BPD. 
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Bahwa dimana dengan usaha yang dilakukan pihak KOSTI SOLO dapat 
memberikan jalan keluar agar keadaan keuangan KOSTI SOLO kembali stabil 
dan terus meningkat dan sehingga pelaksanaan pembiayaan dapat berjalan dengan 
lancer dan KOSTI SOLO dapat bertahan dan terus melayani masyarakat dengan 





4.1.1 Sistem dan Mekanisme Pembiayaan Leasing di Koperasi Sopir Transportasi 
Solo (Kosti Solo) 
Sistem dan mekanisme pembiayaan yang digunakan dalam Koperasi Sopir 
Transportasi Solo (KOSTI SOLO) ini menggunakan sistem Owner Operator 
System yaitu dimana merupakan suatu sistem pengelolaan KOSTI SOLO dengan 
menjadikan driver atau sopir sebagai pengelola armada dan juga mengoperasikan 
armada atau taksi KOSTI SOLO itu sendiri, dan nantinya taksi yang mereka 
kelola akan menjadi milik mereka sendiri. Owner Operator System KOSTI SOLO 
ini memang berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lain dan yang pada 
umumnya, bahwa dimana perusahaan sebagai pemilik armada atau taksi 
sedangkan driver sebagai pekerja yang mengoperasionalkannya.  
Teknik pembiayaan yang digunakan oleh KOSTI SOLO adalah Sewa 
Guna Usaha atau Leasing yaitu dimana Kantor KOSTI SOLO melakukan 
pengajuan permohonan pinjaman kepada lembaga keuangan yaitu bank dan dana 
atau modal yang didapat dari bank tersebut digunakan untuk membeli barang 
modal, dalam hal ini pihak KOSTI SOLO menggunakan mobil atau taksi sebagai 
barang modal kepada Supplier kemudian setelah itu barang modal tersebut akan 
diberikan kepada anggota KOSTI SOLO (Lessee). Total harga sewa yang 
diberikan oleh Kantor KOSTI SOLO kepada anggota berdasarkan atau 




Bahwa sebagaimana penjelasan mengenai sistem dan mekanisme 
pembiayaan yang dilaksanakan oleh Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI 
SOLO) dimana menggunakan teknik pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing), 
dimana menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan bahwa: “Sewa Guna 
Usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang 
modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun 
Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh 
Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan 
pembayaran secara angsuran”, bahwa dalam hal ini pihak KOSTI SOLO 
melakukan pembiayaan dengan sistem Sewa Guna Usaha atau Leasing yaitu 
dimana mengadakan pembiayaan kepada driver dalam bentuk barang modal yaitu 
mobil atau taksi. Selain itu dalam pembiayaan yang dilakukan oleh pihak KOSTI 
SOLO juga menggunakan atau memberikan hak opsi yaitu dimana apabila driver 
dapat melunasi barang modal sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan yaitu 5 
(lima) tahun yang diperpanjang menjadi 10 (sepuluh) tahun dan tidak melakukan 
perbuatan yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat maka taksi atau mobil 
tersebut menjadi milik driver tersebut, namun apabila driver tidak dapat melunasi 
pembiayaan tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan dan melanggar 
kesepakatan maka barang modal tersebut akan ditarik oleh pihak KOSTI SOLO. 
Menurut Pasal 1 huruf i Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) 
menyatakan bahwa: ”Angsuran pokok pembiayaan adalah bagian dari 
pembayaran sewa-guna-usaha yang diperhitungkan sebagai pelunasan atas nilai 
pembiayaan”, bahwa dalam hal ini pihak KOSTI SOLO telah menetapkan jumlah 
angsuran pokok yang harus dibayarkan untuk pelunasan pembiayaan yaitu Rp 
1.000.700,- (satu juta tujuh ratus rupiah) jumlah ini berbeda-beda disesuaikan 
dengan jenis dan harga barang modal dan setoran yang setiap hari diberikan driver 




Jadi sistem dan mekanisme pembiayaan di Koperasi Sopir Transportasi 
Solo (KOSTI SOLO) yaitu Owner Operator System dan dalam teknik 
pembiayaannya dapat dikatakan menggunakan Sewa Guna Usaha (leasing) yang 
dimana terdapat unsur-unsur leasing dalam pembiayaan yang dilakukan oleh 
pihak KOSTI SOLO dengan objek barang modal yaitu mobil atau taksi dan 
terdapat hak opsi atau hak pilih yang dimana apabila driver dapat melunasi taksi 
tersebut sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan maka taksi tersebut menjadi 
milik driver namun apabila driver tidak dapat memenuhi hal tersebut maka barang 
modal tersebut ditarik oleh pihak KOSTI SOLO, adanya jangka waktu tertentu, 
dan juga pembayarannya secara berkala. Mengenai jenis leasing berdasarkan 
teknik transaksinya pihak KOSTI SOLO menggunakan Finance Lease dan juga 
Operating Lease, dimana terdapat hak opsi dan juga Segala resiko ekonomi atas 
barang modal (asuransi, pajak, kerusakan, pemeliharaan) ditanggung oleh lessor 
atau pihak KOSTI SOLO. 
Namun di Koperasi Sopir Transportasi Solo tidak seperti perusahaan-
perusahaan leasing pada umumnya karena KOSTI SOLO hanya menggunakan 
sewa guna usaha atau leasing ini dalam teknik pembiayaannya saja dan secara 
menyeluruh KOSTI SOLO tetap sebagai suatu Koperasi dengan tujuan untuk 
mensejahterakan anggotanya. 
Sewa Guna Usaha atau leasing ada yang secara konvensional dan juga 
secara syariah, yaitu leasing syariah. Leasing dalam ekonomi Islam dapat 
disamakan atau diartikan dengan istilah yaitu ijarah. Ijarah merupakan suatu akad 
atas pemindahan hak guna atas barang dan jasa yang mana hal ini melalui 
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan adanya suatu pemindahan 
kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang tersebut. Ijarah Muntahiyah Bit 
Tamlik (IMBT) yaitu merupakan suatu akad sewa barang dalam suatu jangka 
waktu tertentu yang dalam hal ini diikuti dengan kepemilikan dari barang yang 
disewakan tersebut. Jadi sistem Sewa Guna Usaha atau Leasing ini banyak 
diminati oleh masyarakat karena sistem ini memudahkan dan menjawab atas 
permasalahan atau kesulitan dalam modal, banyak pengusaha dan masyarakat 
 17 
 
yang membutuhkan modal dan sistem ini membantu mereka dalam hal 
pembiayaan modal dengan sistem yang fleksibel dan mudah. 
4.1.2 Solusi Apabila Terdapat Hambatan dalam Pelaksanaan Pembiayaan Leasing 
di Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI SOLO) 
Perkembangan sistem aplikasi transportasi online yang sekarang diminati oleh 
banyak masyarakat ini memberikan dampak bagi Koperasi Sopir Transportasi 
Solo (KOSTI SOLO) khususnya pada bagian keuangan yaitu setoran yang di 
target tidak masuk atau target setoran yang telah ditentukan oleh pihak KOSTI 
SOLO tidak dapat terpenuhi atau tercapai. Dimana sebelum adanya sistem online 
ini setiap driver KOSTI SOLO dapat melakukan setoran sebesar Rp. 250.000,- 
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari nya tetapi dengan keadaan dan 
persaingan yang sekarang ini terjadi setiap driver KOSTI SOLO hanya 
mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- 
(seratus lima puluh ribu rupiah) yang secara tidak langsung mengakibtkan pihak 
KOSTI SOLO mengalami hambatan dalam pembayaran pembiayaan kepada 
pihak bank. 
Solusi dari hambatan yang sedang dialami oleh KOSTI SOLO yaitu 
dimana mengurangi dari segi biaya antara lain biaya karyawan. Dalam kurun 
waktu 2 (dua) tahun ini pihak KOSTI SOLO telah memberhentikan karyawannya 
atau PHK sekitar 30 (tiga puluh) orang karyawan. Selain itu untuk mengatasi 
permasalahan pendapatan atau setoran driver pihak KOSTI SOLO ikut dan 
bergabung dalam sistem online pada Go-Car dan Grab, sebenarnya pihak KOSTI 
SOLO sebelum adanya sistem transportasi online ini pihak KOSTI SOLO sudah 
membuat aplikasi online tersebut, namun aplikasi tersebut kalah dengan aplikasi 
transportasi online yang sekarang ini dan dari armada yang dimiliki pihak KOSTI 
SOLO yang ikut sistem online hanya sekitar 30% (tiga puluh persen) sampai 
dengan 40% (empat puluh persen), hal ini dilakukan sebagai suatu upaya untuk 
meningkatkan atau menambah jumlah pendapatan bagi para driver pihak KOSTI 
SOLO agar bisa melakukan setoran penuh dan juga dapat memenuhi 
kewajibannya dalam pelaksanaan pembiayaan atau perjanjian leasing.  
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Pihak KOSTI SOLO juga mengajukan permohonan kepada pihak 
perbankan yaitu Bank BPD untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran 
yang semula telah disepakati yaitu dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, namun 
dengan keadaan yang seperti ini pihak KOSTI SOLO meminta untuk jangka 
waktunya diperpanjang menjadi 10 (sepuluh) tahun per paketnya. Dalam hal ini 
pihak Bank BPD menyetujui permohonan perpanjangan jangka waktu 
pembayaran menjadi 10 (sepuluh) tahun per paketnya dan pihak KOSTI SOLO 
juga mengajukan permohonan kepada pihak Bank BPD agar dimana pihak KOSTI 
SOLO hanya membayar pokonya saja dalam arti bahwa pihak KOSTI SOLO 
mengajukan permohanan agar hanya membayarkan jumlah atau harga pokoknya 
saja tanpa tambahan bunga, dan setelah jumlah pokoknya terbayar atau lunas 
maka setelah itu pihak KOSTI SOLO membayarkan jumlah bunganya dan hal ini 
mendapatkan respon atau tanggapan yang baik dari pihak Bank BPD. 
4.2 Saran 
Berdasarkan hasil analisis dari data-data yang telah didapatkan dalam pembahasan 
dan kesimpulan yang telah dibuat, maka penulis ingin memberikan suatu saran, 
antara lain sebagai berikut: 
4.2.1 Pihak Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI SOLO) sebaiknya 
mengikuti perkembangan teknologi yang sedang berkembang dalam 
pengelolaan KOSTI SOLO, agar semua sistem dan keadaan KOSTI SOLO 
tetap terkendali dan dapat bertahan. 
4.2.2 Pihak Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI SOLO) dalam hal tarif 
sebaiknya sedikit mengurangi jumlahnya atau besarnya khusunya dalam hal 
tarif minimal dimana pihak KOSTI SOLO menentukan tarif minimal yaitu 
Rp. 25.000,- hal ini menjadi suatu perhitungan atau perbandingan bagi 
masyarakat apabila dibandingkan dengan tarif transportasi online. Apabila 
pihak KOSTI SOLO dapat menurunkan sedikit jumlah tariff minimal nya 
maka hal ini akan membantu untuk bersaing dan juga dalam hal pelaksanaan 
pembiayaan dapat berjalan dengan baik. 
4.2.3 Dengan berkembangnya sistem transportasi online yang memberikan 
berbagai dampak bagi banyak pihak, khususnya para driver angkutan umum 
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dan juga organisasi atau perusahaan angkutan umum yang terkena dampak 
negatif karena persaingan, maka dalam hal ini seharusnya Pemerintah 
membuat suatu peraturan yang secara khusus dan rinci mengenai sistem 
transportasi online agar tidak merugikan berbagai pihak. 
4.2.4 Sistem Pembiayaan Sewa Guna Usaha atau Leasing yang sekarang diminati 
oleh masyarakat Indonesia belum mempunyai undang-undang yang secara 
khusus mengatur tentang Leasing, oleh karena itu pemerintah seharusnya 
mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang Sewa 
Guna Usaha atau Leasing agar lebih jelas dan rinci mengenai sistem dan 
dasar hukumnya. 
4.2.5 Segala sesuatu atau hal yang telah berjalan dan dijalankan dengan baik dan 
juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dipertahankan. 
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